




Proliferasi senjata konvensional, khususnya senjata kecil dan senjata 
ringan (SALW) yang menciptakan penderitaan manusia di seluruh dunia 
mendorong terbentuknya Arms Trade Treaty 2013 (ATT) yang mengatur transfer 
setiap jenis senjata konvensional. Proliferasi senjata konvensional terjadi di 
Indonesia tidak hanya secara legal di kalangan institusi pertahanan dan keamanan 
berupa pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga secara ilegal di 
kalangan masyarakat yang dapat menciptakan gangguan keamanan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dampak pada program 
pengadaan sebagai bentuk proliferasi alutsista dalam negeri terkait langkah tidak 
ikut serta (abstain) Indonesia dalam ATT dan mengetahui urgensi Indonesia untuk 
melakukan aksesi perjanjian tersebut. Adapun metode pendekatan yang digunakan 
adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan 
pendekatan konsep serta menggunakan spesifikasi deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat memberikan dampak 
pada pengadaan alutsista dalam negeri adalah risiko embargo yang diatur dalam 
Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 7 Ayat 3 ATT. Adanya potensi embargo membuat ATT 
bertentangan dengan Pasal 43 Ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Industri Pertahanan. Hal tersebut akan menciptakan kendala 
memperoleh bagian dan komponen dalam rangka pengadaan alutsista dalam 
negeri yang diselenggarakan melalui kerja sama luar negeri (joint-venture) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Industri Pertahanan. Pasal 6 Ayat 3 dan 
Pasal 7 Ayat 3 ATT akan menghalangi Indonesia untuk melaksanakan hak 
mempertahankan dirinya (self-defense) sebagai negara berdaulat yang dijamin 
oleh Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia belum memiliki 
urgensi untuk aksesi ATT. Hal ini terlihat dari belum dapat terpenuhinya seluruh 
kepentingan nasional Indonesia jika ATT diaksesi. Indonesia berpedoman pada 
kepentingan nasionalnya dalam membuat sebuah perjanjian internasional 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2000 tentang Perjanjian Internasional. Di sisi lain, sudah ada instrumen hukum 
internasional selain ATT yang telah dapat memenuhi kepentingan nasional 
tersebut. 
 









The proliferation of conventional weapons, especially small arms and light 
weapons (SALW) which creates human suffering throughout the world, has led to 
the formation of the Arms Trade Treaty 2013 (ATT) which regulates the transfer 
of each type of conventional weapon. The proliferation of conventional weapons 
also occurs in Indonesia, not only legally among defense and security institutions 
in the form of procurement of weapon system main equipment, but also ilegally 
among the public which can create security disturbances. 
This research was conducted with the aim of knowing the impact on the 
procurement program as a form of proliferation of domestic weapon system main 
equipment related to Indonesia not participating (abstain) in the ATT and 
knowing the urgency of Indonesia to accede to the treaty. The approach method 
used is a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, 
and uses the descriptive specifications. 
The results of the study showed that the thing that can have an impact on 
the procurement of domestic weapon system main equipment is the risk of an 
embargo as regulated in Article 6 Paragraph 3 and Article 7 Paragraph 3 ATT. 
The existence of a potential embargo makes the ATT contrary to Article 43 
Paragraph (5) letter d of Law Number 16 of 2012 concerning the Defense 
Industry. This will create obstacles in obtaining parts and components in the 
context of procuring domestic weapon system main equipment organized through 
joint-ventures as stipulated in Article 48 of the Defense Industry Law. Article 6 
Paragraph 3 and Article 7 Paragraph 3 of the ATT will also prevent Indonesia 
from exercising its right to self-defense as a sovereign state guaranteed by Article 
51 of the United Nations Charter. Indonesia does not yet have the urgency to 
accede to the ATT. This can be seen from the inability to fulfill all of Indonesia's 
national interests if the ATT is accessed. Indonesia is guided by its national 
interests in making an international agreement as regulated in Article 4 
Paragraph (2) of Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. On 
the other hand, there has already an international legal instrument other than the 
ATT that have been able to fulfill those national interests. 
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